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SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : '@. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap
Lembaga yang diatur dengan Peraturan
Perundang-Undangan tersendiri dengan tetap
memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki
daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan
sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan
dan beban kerja maka dilakukan penataan kembali
terhadap Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Provinsi Kalimantan Timur,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Lain Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Tinur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106),

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844):



10.

11.

12.

13.

Undang-UndangNomor24Tahun2007tentang
PenanggulanganBencana(LembaranNegara

4.

RepublikIndonesiaTahun2007Nomor66,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor4723),

Undang-UndangNomor43Tahun2008tentang
WilayahNegara(LembaranNegaraRepublik
IndonesiaTahun2008Nomor177,Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
4025):

5.

PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007
tentangPembagianUrusanPemerintahanantara
Pemerintah,PemerintahanDaerahProvinsi,
PemerintahanDaerahKabupaten/Kota(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor82,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor4737),

6.

PeraturanPerrerintahNomor41Tahun2007
tentangOrganisasiPerangkatDaerah(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor89,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor4741),

7.

PeraturanPemerintahNomor21Tahun2008
tentangPenyelenggaraanPenanggulangan
Bencana(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun2008Nomor42,TambahanLembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4828),

8.

PeraturanPemerintahNomor06Tahun2010
tentangSatuanPolisiPamongPraja(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2010Nomor9,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor5094),

9.

PeraturanPresidenNomor8Tahun2008tentang
BadanNasiona'PenanggulanganBencana,

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor57Tahun
2007tentangPetunjukTeknisPenataan
OrganisasiPerangkatDaerah,

PeraturanMenreriDalamNegeriNomor46Tahun
2008tentangFedomanOrganisasidanTataKerja
BadanPenanggulanganBencanaDaerah,

PeraturanMenreriDalamNegeriNomor17Tahun
2009tentangFedomanOrganisasidanTataKerja
SekretariatDewanPengurusKORPRIProvinsidan
Kabupaten/Kota,



14.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor2Tahun
2011tentangPedomanPembentukanBadan
PengelolaPerbatasandiDaerah,

15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor40Tahun
2011tentangPedomanOrganisasidanTataKerja
SatuanPolisiPrumongPraja,

16.KeputusanMenteriPendayagunaanAparatur
NegaraNomorPER/13/M.PAN/2008tentang
EselonisasiJabatanStrukturaldilingkungan
SekretariatDewanPengurusdanSekretariat
PengurusKorpsPegawaiNegeriSipilRepublik
Indonesia,

17.PeraturanDaerahProvinsiKalimantanTimur
Nomor05'Tahun2008tentangUrusan
PemerintahanDaerahProvinsiKalimantanTimur
(LembaranDaerahProvinsiKalimantanTimur
Tahun2008Nomor05).

DenganPersetujuanBersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMUR

dan

GUBERNURKALIMANTANTIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGORGANISASIDAN
TATAKERJALEMBAGALAINPROVINSIKALIMANTAN
TIMUR.

BAEI
KETENTUANUMUM

Pasal1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksiddengan:

1.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanoleh
pemerintahdaerahdanDewanPerwakilanRakyatDaerahmenurutasas
otonomidantugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnya
dalamsistemdanprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana
dimaksuddalamUndang-UndangDesarNegaraRepublikIndonesiaTahun
1945.

2.DaerahadalahDaerahOtonomProvinsiKalimantanTimur.

3.PemerintahDaerahadalahGubernurdanperangkatdaerahsebagaiunsur
penyelenggarapemerintahandaerah.



10.

11.

12.

13.

14

15.

GubernuradalahGubernurKalimantanTimur.

DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnyadisebutDPRDadalah
lembagaperwakilanrakyatdaerahsebagaiunsurpenyelenggara
pemerintahandaerah.

5.

PerangkatDaerahProvinsiadalahunsurpembantukepaladaerahdalam
penyelenggaraanpemerintahandaerahyangterdiridariSekretariatDaerah,
SekretariatDPRD,DinasDaerah,LembagaTeknisDaerah,danLembagaLain
ProvinsiKalimantanTimur.

6.

SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahProvinsiKalimantanTimur. 7.

LembagaLainadalahunsurpendukungotonomidaerahProvinsiKalimantan
Timuryangdibentukberdasarkanperaturanperundang-undangantersendiri
yangtidaktermasukdalamrumpunurusanPeraturanPemerintahNomor38
Tahun2007danPeraturanPemerintanNomor41Tahun2007.

8.

BadanPenanggulanganBencanaDaerahyangselanjutnyadisebutBPBD
adalahperangkatdaerahProvinsiyangdibentukdalamrangka
melaksanakantugasdanfungsipenanggulanganbencana.

9.

BadanPembangunanPerbatasanDaerahyangselanjutnyadisebutBPPD
adalahperangkatdaerahprovinsiyangdibentukdalamrangka
melaksanakantugasdanfungsipengelolaperbatasanantarnegaradiwilayah
Provinsi.

SatuanPolisiPamongPraja,yangselanjutnyadisingkatSatpolPPadalah
perangkatdaerahprovinsiyangdibentukdalamrangkamelaksanakantugas
danfungsipenegakanperaturandaerah,penyelenggaraanketertibanumum
danketenteramanmasyarakat.

SekretariatDewanPengurusProvinsiKORPRIKalimantanTimuryang
selanjutnyadisingkatSekretariatDPPKORPRIKaltimadalahunsurstafyang
mendukungtugasadministrasidanoperasionaldariKORPRIdiProvinsi
KalimantanTimur.

SekretariatKomisiPenyiaranIndonesiaDaerahProvinsiKalimantanTimur
yangselanjutnyadisingkatSekretariatKPIDadalahunsurstafyang
mendukungpelaksanaantugasadministrasidanoperasionaldariKPIDdi
ProvinsiKalimantanTimur.

.JabatanFungsionaladalahJabatanyangsecarategastercantumdalam
strukturorganisasi,melaksanakansebagiantugasdanfungsikedinasan
sesuaidengankeahliandankebutuhan.

Eselonadalahtingkatanjabatanstruktural.



BABII
PEMBENTUKAN

Pasal2

DenganPeraturanDaerahinidibentukLembagaLainProvinsiKalimantan
Timur.

Pasal3

LembagaLainProvinsiKalimantanTimursebagaimanadimaksuddalamPasal2,
terdiridari:

BadanPenanggulanganBencanaDaerah(BPBD),
BadanPembangunanPerbatasanDaerah(BPPD),
SatuanPolisiPamongPraja(SatpolPP),
SekretariatDewanPengurusProvinsiKORPRIKalimantanTimur(Sekretariat
DPPKorpriKaltim),
SekretariatKomisiPenyiaranIndonesiaDaerah(SekretariatKPID).

4.

BABIII
BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH

BagianKesatu
Kedudukan

Pasal4

(1)BadanPenanggulanganBencanaDaerahberadadibawahdan
bertanggungjawabkepadaGubernur.

(2)BadanPenanggulanganBencanaDaerahdipimpinKepalaBadansecaraex-

officiodijabatolehSekretarisDaerah.

BagianKedua
Tugas

Pasal5

(1)BadanPenanggulanganBencanaDaerahmempunyaitugas:

a.menetapkanpedomandanpengarahansesuaidengankebijakan
pemerintahdaerahdanBadanNasionalPenanggulanganBencana
terhadapusahapenanggulanganbencanayangmencakuppencegahan
bencana,penanganandarurat,rehabilitasi,sertarekonstruksisecaraadil
dansetara,

b.menetapkanstandarisasisertakebutuhanpenyelenggaraan
penanggulanganbencanaberdasarkanperaturanperundang-undangan,

C.menyusun,menetapkan,danmenginformasikanpetarawanbencana,

d.menyusundanmenetapkanprosedurtetappenangananbencana:

5.



(2)

melaksanakanpenyelenggaraar.penanggulanganbencanapada
wilayahnya,

e.

melaporkanpenyelenggaraanpenanggulanganbencanakepadaGubernur
setiapbulansekalidalamkondis:normaldansetiapsaatdalamkondisi
daruratbencana,

£

mengendalikanpengumpulandanpenyaluranuangdanbarang, g

mempertanggungjawabkanpenggunaananggaranyangditerimadari
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah,

h.

melaksanakankewajibanlainsesuaidenganperaturanperundang-
undangan.

.

Penetapanpedomandanpengarahanterhadapusahapenanggulangan
bencanasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa,sesuaidengan
kebijakanPemerintahDaerahdanBadanNasionalPenanggulanganBencana.

BagianKetiga
SusunanOrganisasi

Pasal6

SusunanorganisasiBadanPenanggulanganBencanaDaerah,terdiriatas:
a.Kepala,
b.UnsurPengarah,dan
Cc.UnsurPelaksana.

BagianKeempat
UnsurPengarah

Pasal7

UnsurPengarahBadanPenanggulangarBencanaDaerahadalahunsuryang
terdiridariSatuanKerjaPerangkatDaerah,TenagaProfesionaldanStafAhli
sesuaidengantugaspokokdanfungsinyayangberkaitanlangsungdengan
penanganganpenanggulanganbencana.

BagianKelima
UnsurPelaksana

Pasal8

(1)UnsurPelaksanaBadanPenanggular:ganBencanaDaerahberadadibawah
danbertanggungjawabkepadaKepalaBadanPenanggulanganBencana
Daerah.



(2)UnsurPelaksanaBadanPenanggulanganBencanaDaerahdipimpinKepala
PelaksanayangmembantuKepalaBadanPenanggulanganBencanaDaerah
dalampenyelenggaraantugasdanfungsiunsurpelaksanaBadan
PenanggulanganBencanaDaerahsehari-hari.

Pasal9

UnsurPelaksanaBadanPenanggulanganBencanaDaerahsebagaimana
dimaksuddalamPasal8mempunyaitugasmelaksanakanpenanggulangan
bencanasecaraterintegrasimeliputi:

a.prabencana,
b.saattanggapdarurat,
c.pascabencana.

BagianKeenam
SusunanOrganisasiUnsurPelaksana

BadanPenanggulanganBencanaDaerah

Pasal10

(1)SusunanOrganisasiUnsurPelaksanaBadanPenanggulanganBencana
Daerah,terdiridari:

a.KepalaPelaksana,

b.Sekretariat,membawahkan:

1.SubBagianPerencanaanProgram,
2.SubBagianUmum:
3.SubBagianKeuangan.

Cc.BidangPencegahandanKesiapsiazaan,membawahkan:

1.SeksiPencegahan,
2.SeksiKesiapsiagaan.

d.BidangKedaruratandanLogistik,membawahkan:

1.SeksiPenangananDarurat,
2.SeskiLogistikdanPeralatan.

e.BidangRehabilitasidanRekonstruksi,membawahkan:

1.SeksiRehabilitasi:
2.SeksiRekonstruksi.

f.KelompokJabatanFungsional.

(2)UnsurPelaksanaBadanPenanggulanganBencanaDaerahdapatmembentuk
SatuanTugas.

(3)BaganSusunanOrganisasiBadanPenanggulanganBencanaDaerah
sebagaimanatercantumdalamLampiranIsebagaibagianyangtidak
terpisahkandariPeraturanDaerahini.



BABIV
BADANPEMBANGUNANPERBATASANDAERAH

BagianKesatu
Kedudukan

Pasal11

(1)BadanPembangunanPerbatasanDaerahmerupakanunsurpendukung
pengelolaandanpembangunanwilayahperbatasanantarnegaradiProvinsi
KalimantanTimur.

(2)BadanPembangunanPerbatasanDaerahdipimpinolehseorangKepala
Badanyangdalammelaksanakantugasnyaberadadibawahdan
bertanggungjawabkepadaGubernurmelaluiSekretarisDaerah.

BagianKedua
Tugas

Pasal12

BadanPembangunanPerbatasanDaerahmempunyaitugasmenetapkan,
melaksanakan,danmengkoordinasikanpenyusunankebijakanprogram
pengelolaandanpembangunanwilayahperbatasanantarnegara,menetapkan
rencanakebutuhananggaran,danevaluasisertapengawasanwilayah
perbatasanantarnegaradiProvinsi.

BagianKetiga
SusunanOrganisasi

Pasal13

(1)SusunanOrganisasiBadanPembangunanPerbatasanDaerah,terdiridari:

a.KepalaBadan:

b.Sekretariat,membawahkan:

1.SubBagianPerencanaanProgram:
2.SubBagianUmum,
3.SubBagianKeuangan.

Cc.BidangPengelolaanBatasNegara,membawahkan:

1.SubBidangPengelolaanBatasDarat,Laut,danUdara:
2.SubBidangPengelolaanLintasBatasNegara.

d.BidangPengelolaanPotensiKawasan,membawahkan:

1.SubBidangPotensiEkonomidanSumberDayaAlam:
2.SubBidangPotensiSosialdan3udaya.

e.BidangPengelolaanInfrastrukturKawasan,membawahkan:

1.SubBidangInfrastrukturEkonomi,SosialdanBudaya:
2.SubBidangInfrastrukturFisikdanPemerintahan.



f.BidangKerjasamadanPengembangan,membawahkan:

1.SubBidangKerjasamaLintasSektordanAntarNegara,
2.SubBidangPengembanganKawasanPerbatasandanDaerah

Tertinggal.

g.UnitPelaksanaTeknisBadan,

h.KelompokJabatanFungsional.

(2)BaganSusunanOrganisasiBadanPembangunanPerbatasanDaerah
sebagaimanatercantumdalamLampiranIIsebagaibagianyangtidak
terpisahkandariPeraturanDaerahini.

BAEV
SATUANPOLISIPAMONGPRAJA

BagianKesatu
Kedudukan

Pasal14

SatuanPolisiPamongPrajadipimpinolehseorangKepalaSatuanyangdalam
melaksanakantugasnyaberadadibawahdanbertanggungjawabkepada
GubernurmelaluiSekretarisDaerah.

BagianKedua
Tugas

Pasal15

SatuanPolisiPamongPrajamempunyaitugasmenegakanPeraturanDaerah,
menyelenggarakanketertibanumumdanketenteramanmasyarakatserta
perlindunganmasyarakat.

BagianKetiga
SusunanOrganisasi

Pasal16

(1)SusunanOrganisasiSatuanPolisiPamongPraja,terdiridari:

a.KepalaSatuan:

b.Sekretaris,membawahkan:

1,SubBagianPerencanaanPrograrn:,
2.SubBagianUmum:
3.SubBagianKeuangan.

c.BidangPenegakanProdukHukumDaerah,membawahkan:

1.SeksiPembinaan,Pengawasan,danPenyuluhan:
2.SeksiPenyelidikandanPenyidikan.
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d.BidangKetertibanUmumdanKetentramanMasyarakat,membawahkan:

1.SeksiOperasionaldanPengendalian,
2.SeksiPengamananProtokolerdanObyekVital.

e.BidangPengembanganKapasitas,membawahkan:

1.SeksiPengembanganPersonil:
2.SeksiKesamaptaan.

f.BidangPerlindunganMasyarakat,membawahkan:

1.SeksiPengerahandanPengendalian,
2.SeksiBinaPotensiMasyarakat.

g.KelompokJabatanFungsional.

(2)BaganSusunanOrganisasiSatuanPolisiPamongPrajasebagaimana
tercantumdalamLampiranIIIsebagaibagianyangtidakterpisahkandari
PeraturanDaerahini.

BABVI
SEKRETARIATDEWANPENGURUSPROVINSIKORPRIKALIMANTANTIMUR

BagianKesatu
Kedudukan

Pasal17

(1)SekretariatDPPKORPRIKaltimadalahlembagakesekretariatanDewan
PengurusProvinsiKORPRIKalimantanTimur.

(2)SekretariatDPPKORPRIKaltimdipimpinolehseorangSekretarisyangdalam
melaksanakantugasnyaberadacibawahdansecaraadministratif
bertanggungjawabkepadaGubernurmelaluiSekretarisDaerah,secara
teknisbertanggungjawabkepadaKetuaDewanPengurusProvinsiKORPRI
KalimantanTimur.

BagianKedua
Tugas

Pasal18

SekretariatDPPKORPRIKaltimmempunyaitugasmelaksanakankoordinasidan
pemberiandukunganadministrasikepalaDewanPengurusProvinsiKORPRI
KalimantanTimur.

BagianKetiga
SusunanOrganisasi

Pasal19

(1)SusunanOrganisasiSekretariatDPPKORPRIKaltim,terdiridari:

a.Sekretaris,



b.BagianUmum,membawahkan:

1.SubBagianUmumdanKepegawaian,
2.SubBagianPerencanaandanKeuangan.

c.BagianPengembanganSumberDayaManusiadanKesejahteraan,
membawahkan:

1.SubBagianPengembanganSuniberDayaManusia,
2.SubBagianKesejahteraan.

d.BagianHukumdanHumas,membawahkan:

1.SubBagianBantuanHukum,
2.SubBagianHubunganMasyarakat.

e.KelompokJabatanFungsional.

(2)BaganSusunanOrganisasiSekretariatDPPKORPRIKaltimsebagaimana
tercantumdalamLampiranIVsebagaibagianyangtidakterpisahkandari
PeraturanDaerahini.

BABVII
SEKRETARIATKOMISIPENYIARANINDONESIADAERAH

BagianKesatu
Kedudukan

Pasal20

(1)SekretariatKPIDmerupakanunsurstafyangmempunyaitugas
menyelenggarakandukunganteknisoperasionaldanpelayananadministrasi
KPID.

(2)SekretariatKPIDdipimpinolehseorangSekretaris.

(3)SekretarisKPIDdalammelaksanakantugasnyasecarateknisoperasional
beradadibawahdanbertanggungjawabkepadaPimpinanKPIDdansecara
administratifbertanggungjawabkepadaKepalaDaerahmelaluiSekretaris
Daerah.

BagianKedua
Tugas

Pasal21

SekretariatKPIDmempunyaitugasmenyelenggarakanadministrasi
ketatausahaan,menyusunsistemdantatalaksanapenyiaran,melakukandan
melaksanakanadministrasiperizinansiaransertaadministrasipengawasan siaran.
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BagianKetiga
SusunanOrganisasi

Pasal22

(1)SusunanOrganisasiSekretariatKPID,terdiridari:

Sekretaris:
SubBagianTataUsaha,
SubBagianSistemPenyiaran,
SubBagianPerizinanPenyiaran:
SubBagianPengawasanPenyiaran,
KelompokJabatanFungsional.

a.
b.

d.

f

(2)BaganSusunanOrganisasiSekretariatKPIDsebagaimanatercantumdalam
LampiranVsebagaibagianyangtidakterpisahkandariPeraturanDaerahini.

BABVIII
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal23

KelompokJabatanFungsionalberkedidukanpadaBadanPenangulangan
BencanaDaerah,BadanPembangunanPerbatasanDaerah,SatuanPolisi
PamongPraja,SekretariatDewanPengurusProvinsiKORPRIKalimantanTimur,
danKomisiPenyiaranIndonesiaDaerahmempunyaitugaspokokmelaksanakan
sebagiantugasteknissesuaidengantingkatketerampilandankeahliannya.

Pasal24

(1)KelompokJabatanFungsionalterdiriatassejumlahtenagadalamjenjang
jabatanfungsionalyangdibagidalamberbagaikelompoksesuaibidang
keterampilandankeahliannya.

(2)SetiapKelompokdipimpinolehseorangtenagafungsionalsenioryang
diangkatolehGubernuratasusulKepalaPelaksana,KepalaBadan,Kepala
Satuan,SekretarisKORPRI,danSekretarisKPID.

(3)Jenis,jenjangdanjumlahjabatanfungsionalditetapkanolehGubernur
berdasarkankebutuhan,kemampuandanbebankerja,sesuaiperaturan
perundang-undangan.

BABIX
KEPEGAWAIAN

Pasal25

(1)KepalaPelaksana,KepalaBadan,danKepalaSatuandiangkatdan
diberhentikanolehGubernurdariPegawaiNegeriSipilyangmemenuhisyarat
atasusulSekretarisDaerahsesuaiperaturanperundang-undangan.



“ -Lo 1:

(2)Sekretaris,KepalaBidang,KepalaSubBagian,KepalaSubBidangdan
KepalaSeksidiangkatdandiberhentikanolehGubernurdariPegawaiNegeri
SipilyangmemenuhisyaratatasusulKepalaPelaksana/Kepala
Badan/KepalaSatuanmelaluiSekretarisDaerahsesuaiperaturan
perundang-undangan.

(3)SekretarispadaSekretariatDPPKORPRIKaltimdiangkatdandiberhentikan
olehGubernurdariPegawaiNegeriSipilyangmemenuhisyaratatasusul
SekretarisDaerahsesuaiperaturanperundang-undangan.

(4)KepalaBagiandanKepalaSubBagianpadaSekretariatDPPKORPRIKaltim
diangkatdandiberhentikanolehGubernurdariPegawaiNegeriSipilyang
memenuhisyaratatasusulSekretarisKORPRImelaluiSekretarisDaerah
sesuaiperaturanperundang-undangan.

(5)SekretarispadaSekretariatKPIDdiangkatdandiberhentikanolehGubernur
dariPegawai.NegeriSipilyangmemeruhisyaratatasusulSekretarisDaerah
sesuaiperaturanperundang-undangan.

(6)KepalaSubBagianpadaSekretariatKPIDdiangkatdandiberhentikanoleh
GubernurdariPegawaiNegeriSipilyangmemenuhisyaratatasusul
SekretarisKPIDmelaluiSekretarisDaerahsesuaiperaturanperundang-
undangan.

BABX
ESELONJABATAN

BagianKesatu
EselonJabatanBadanPenanggulanganBencanaDaerah

Pasal26

(1)KepalaPelaksanaadalahJabatanStrukturalEselonILa.
(2)SekretarisdanKepalaBidangadalahcabatanStrukturalEselonIIL.a.
(3)KepalaSeksidanKepalaSubBagianadalahJabatanStrukturalEselonIV.a.

BagianKedua
EselonJabatanBadanPembangunanPerbatasanDaerah

Pasal27

(1)KepalaBadanadalahJabatanStrukturalEselonII.a.
(2)SekretarisdanKepalaBidangadalahJabatanStrukturalEselonIIL.a.
(3)KepalaSubBagiandanKepalaSubBidangadalahJabatanStrukturalEselon

IV.a.

BagianKetiga
EselonJabatanSatuanPolisiPamongPraja

Pasal28

(1)KepalaSatuanadalahJabatanStrukturalEselonIL.a.



(2)SekretarisdanKepalaBidangadalahJabatanStrukturalEselonIII.a.
(3)KepalaSubBagiandanKepalaSeksiadalahJabatanStrukturalEselonIV.a.

BagianKeempat
EselonJabatanSekretariatDewanPengurusProvinsi

KorpriKalimantanTimur

Pasal29

(1)SekretarisadalahJabatanStrukturalEselonII.b.
(2)KepalaBagianadalahJabatanStrukturalEselonIII.b.
(3)KepalaSubBagianadalahJabatanStrukturalEselonVa

BagianKelima
EselonJabatanSekretariatKomisiPenyiaranIndonesiaDaerah

Pasal30

(1)SekretarisadalahJabatanStrukturalEselonIIL.a.
(2)KepalaSubBagianadalahJabatanStrukturalEselonIV.a

BABXI
TATAKERJA

Pasal31

(1)DalammelaksanakantugaspokoknyaKepalaPelaksana,KepalaBadan,
KepalaSatuan,Sekretaris,KepalaBagian,KepalaBidang,KepalaSub
Bagian,KepalaSubBidang,KepalaSeksi,danKelompokJabatanFungsional
wajibmenerapkanprinsipkoordinasi,integrasi,sinkronisasidansimplikasi
baikdalamlingkunganmasing-masingmaupunantarSatuanKerja
PerangkatDaerahdilingkunganPemerintahProvinsisertainstansilaindi
luarPemerintahProvinsisesuaidengantugaspokokmasing-masing.

(2)SetiapPimpinanSatuanKerjaPerangkatDaerahwajibbertanggungjawab
memimpindanmengkoordinasikanunitkerjabawahannyamasing-masing
sertamemberikanbimbingandanpetunjukbagipelaksanaantugas
bawahannya.

(3)SetiapPimpinanunitkerjawajibmengikutidanmematuhipetunjukdan
bertanggungjawabpadaatasannyamasing-masingsertamenyampaikan
laporanberkalatepatwaktu.

(4)SetiaplaporanyangdiisikanolehPimpinanunitkerjadaribawahannyawajib
diolahdandipergunakansebagaibahanmenyusunlaporanlebihlanjutdan
petunjukbagipelaksanaantugasbawahannya.

(S)Dalammenyampaikanlaporantembusanlaporanwajibdisampaikanpula
kepadaSatuanKerjaPerangkatDaerahlainyangsecarafungsional
mempunyaihubungankerja.

(6)SetiapPimpinanunitkerjaLembagaLainwajibmelaksanakanpengawasan melekat.
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Pasal32

(1)ApabilaKepalaPelaksanaberhalangan,makaSekretarisatauKepalaBidang
secarastrukturalsesuaidenganDaftarUrutKepangkatandapat
melaksanakantugasKepalaPelaksana.

(2)ApabilaKepalaBadanberhalangan,makaSekretarisatauKepalaBidang
secarastrukturalsesuaidenganDaftarUrutKepangkatandapat
melaksanakantugasKepalaBadan.

(3)ApabilaKepalaSatuanberhalangan,makaSekretarisatauKepalaBidang
secarastrukturalsesuaidenganDaftarUrutKepangkatandapat
melaksanakantugasKepalaSatuan.

(4)ApabilaSekretarispadaSekretariatDPPKORPRIKaltimberhalangan,maka
KepalaBagiansecarastrukturalsesuaidenganDaftarUrutKepangkatan
dapatmelaksanakantugasSekretaris.

(S5)ApabilaSekretarispadaSekretariatKPIDberhalangan,makaKepalaSub
BagiansecarastrukturalsesuaidenganDaftarUrutKepangkatandapat
melaksanakantugasSekretaris.

BABXII
PEMBIAYAAN

Pasal33

SegalabiayayangdiperlukanakibetditetapkannyaPeraturanDaerahini
dibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahProvinsiKalimantan
Timur.

BABXIII
KETENTUANPERALIHAN

Pasal34

(1)PeraturanDaerahinidapatditinjaudandievaluasikembaliapabilaterjadi
perubahanterhadapperaturanperindang-undangantentangorganisasi
perangkatdaerahdengantetapmemperhatikankewenangan,kemampuan,
kebutuhan,analisisjabatan,dananalisisbebankerja.

(2)PenjabaranTugasPokokdanFungsiJabatanStrukturalmasing-masing
LembagaLaindiaturlebihlanjutdenganPeraturanGubernur.

(3)UraianTugasJabatanStrukturalmasing-masingLembagaLaindiaturlebih
lanjutdalamPeraturanGubernur.

(4)KewenanganBadanPembangunanPerbatasanDaerahdiaturlebihlanjut dalamPeraturanGubernur.

(5)Kewenangan,Pengangkatan,Pemberhentian,Pendidikan,Pelatihan,Pakaian
Dinas,Perlengkapan,danPeralatanOperasionalSatpolPPdiaturlebihlanjut dalamPeraturanGubernur.
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(6)DenganberlakunyaPeraturanDaerahini,makaPeraturanDaerahNomor
11Tahun2008tentangPembentukanOrganisasidanTataKerjaLembaga
YangdibentukDenganPeraturanPerundang-undanganTersendiridan
PeraturanDaerahNomor13Tahun2009tentangOrganisasidanTataKerja
LembagaLainPerangkatDaerahPrcvinsiKalimantanTimurdicabutdan
dinyatakantidakberlaku.

(7)PadasaatmulaiberlakuPeraturanDaerahini,pejabatyangadatetap
melaksanakantugasnyasampaiditetapkanpejabatyangbaruberdasarkan
PeraturanDaerahini.

BABXIX
KETENTUANPENUTUP

Pasal35

PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan
DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahProvinsiKalimantan
Timur.

DitetapkandiSamarinda
padatanggal19Agustus2014

GUBERNURKALIMANTANTIMUR,

ttd

DR.H.AWANGFAROEKISHAK

DiundangkandiSamarinda
padatanggal19Agustus2014

Salinansesuaidenganasiinya Plt.SEKRETARISDAERAH
PROVINSIKALIMANTANTIMUR,SEKRETARIATDAERAHPROV.KALTIM

ttd

KEPALABIR9HUKUM,

H.SUROTO,SH DR..H.RUSMADIPembinaTingkatI
NIP.196205271985031006

LEMBARANDAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURTAHUN2014NOMOR10

NOREGPERATURANDAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURNOMOR:/1/2014)
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